
Menimbang : a bahwa dalam rangka memenuhi kctentuan Pasal 11 
Peraturan Daerah Kabupaten Purworcjo Nomor 19 
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Daerah Kabupaten Purworcjo Tahun 
Anggaran 2013, telah ditctapkan Peraturan Bupati 
Nomor 53 Tahun 2012 tcntang Penjabara.n Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun Anggaran 2013. 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Pe.raturan 
Daerah Kabupatcn Pwworcjo Nomor 19 Tahun 2012 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupatcn Purworcjo Tahun Anggaran 2013, 
program dan kegiatan yang dibiayai dari dana 
transfer yang sudah jelas peruntukannya, yang 
belum cukup tersedia dan / atau belum dianggarkan 
dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului 
penetapan Pcraturan Daerah tentang Perubahan 
APBD dengan cara menetapkan Pcraturan Bupati 
tentang Perubahan Penjabaran APBD dan 
memberitahukan kepada Pimpinan DPRD serta 
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Kabupaten Pwworcjo Nomor 19 Tahun 2012 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Purworcjo Tahun Anggaran 2013, 
penggunaan sisa OAK, DBHCHT dan bantuan 
keuangan bersifat khusus setelah APBD ditetapkan, 
dilalrulcan den~an pemberitahuan kepada Pimpinan 
DPRD dan ditampung dalam Peraturan Daerah 
ten tang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. 

BUPATI PURWOREJO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 
53 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN ANGOARAN 2013 

TENTANG 

PERATURAN BUPATJ PURWOREJO 
NOMOR 22 TAHUN 2013 

BUPATI PURWOREJO 

- ~ 

[SALINAN] .vl. 



Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang 
Pembentu.kan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312), scbagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 
Cukai (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4755); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Koiusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Repu.blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan 
Bupati Purworcjo Nomor 57 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
Anggaran 2013, pergeseran anggaran atas 
persetujuan PPKD dan Sekretaris Daerah dllakukan 
dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk 
selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf 
d, perlu menetapkan Peraturan Bupatl Purworejo 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo 
Nomor 53 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun Anggaran 2013. 



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Unclang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Pcrbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pcmeriksaan Pcngelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Unclang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Unclang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pcrimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Oaerah (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kcdudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tcntang Pcrubahan Ketiga 
At.as Pcratura.n Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kcdudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat 
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umwn 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnfonnasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambe.han Lembaran Republik Indonesia Nomor 
4576); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

17. Peraturan Pemcrintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Kcuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidilcan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 



23. Peraturan Pcmerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

24. Pcratu.ran Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

25. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Pcraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan 
Daerah; 

26. Pcraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pcnyusunan Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012; 

27. Pcraturan Daerah Kabupatcn Purworejo Nomor 3 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pcngelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pu.rworejo Tahun 2007 Nomor 3); 

28. Pcraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Pcngelolaan Barang Mililc 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 2008 Nomor 4); 

29. Pcraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Pu.rworejo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 

30. Pcraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Pcrangkat Daerah Kabupaten Pu.rworejo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 
14); 

31. Pcraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Re.ncana Pcmbangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Pu.rworejo Tahun 2005- 
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2010 Nomor 3); 

32. Pcraturan Daerah Kabupatcn Purworejo Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Rencana Pcmbangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 2011 Nomor 2); 

• J 



a. Pendapatan 
1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 109.487.990.211,00 
2. Dana Perimbangan Rp. 875.620.183.982,00 
3. Lain-lain Pendapatan Daerab 

yangSab ~R~p . .__42~16~.2~2~2~,9~87~,~96~0~.0=0 
Jumlah Pendapatan Rp.l.201.331.162.153,00 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Purworcjo 
Tahun Anggaran 2013 tcrdiri atas: 

Pasa11 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 53 
Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah 
Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 53 eeri A Nomor 7), diubah 
sebagai berikut: 

Pasa1 I 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 53 
TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
PURWOREJO TAHUN ANGOARAN 2013. 

MEMUTUSKAN : 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 
Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
Anggaran 2013 (Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2012 Nomor 18); 

34. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 53 Tahun 2012 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 2012 Nomor 53); 

35. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 57 Tahun 2012 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
Anggaran 2013 (Serita Daerah Kabupaten Purworejo 
Tahun 2012 Nomor 8); 



3. Lampiran II diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum 
dalam La.mpiran n Peraturan ini. 

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I Peraturan ini. 

Rp. 0,00 

Rp. 79.221.916.647,00 

Rp. 85.684.916.647,00 
Rp. 6.463.000.000.00 

Rp. (79.221.916.647,00) 

Rp. l .280.553.078.800,00 

Rp. 370.607.340.594.00 

Rp. 145.761.944.869,00 
Rp. 184.125.661.075.00 

Rp. 40.719.734.650,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
tahun bcrkenaan (SiLPA) 

Jumlah Pembiayaan Netto 

c. Pembiayaan : 
I . Penerimaan 
2. Pengeluaran 

Surplus /(Defisit) 

Jumlah Bclanja 

Jumlah Bclanja Langsung 

2. Bclanja Langsung 
al BcJanja Pcgawai 
b) Bclanja Barang 

dan Jasa 
cl Belanja Modal 

Jumlah Bclanja Tidak Langsung Rp. 909.945.738.206,00 

Rp. ll.497.969.746,00 

Rp. 8.695.000.000,00 
Rp. 3.600.000.000,00 

Rp. 54.533.717.460,00 

Rp. 819.010.786.000,00 
Rp. 12.608.265.000,00 

• 

b. Belanja 
1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai 
b) Belanja Hibah 
c) Belanja Bantuan 

Sosial 
d) Belanja Bagi Hasil 
el Belanja Bantuan 

Keuangan 
ij Belanja Tidak 

Terduga 



TRJHANDOYO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN2013NOMOR 22 SERI A NOMOR 2 

Ttd. 

Diundangkan di Purworejo 
pada tanggal 13 Juni 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

MAHSUN ZAIN 

Ditetapkan di Purworejo 
pada tanggal 13 Juni 2013 

BUPATI PURWOREJO, 

Ttd. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Purworejo. 

Pasal II 



M/.HSUNWN 

T1d. 

Ploworejo, 13 Juni 2013 
IUPATI PCIRWOIWO 

SISA lflIH P(MIIAYAAN ANGGARAN TAHUN l!RKlNAAN 0,00 

"MBJAYAAN NnTO 1---79=.22:.:1;:..91:.;6·;:.64"'7,c:::00:.J 

).2 
). 2, 1 
).2.2 

l'!IIGllUARAN POIIIAYAAN O.URAN 
....,_..,. O,,..Cadongan 
,,,,.,......_(~ P,me,frah Da«ah 

) .1 
r. I. I 
). I. 7 

P[NraJMAAN KMIIAYAAN D/.[RAN 
5'SI Leblll Ptttill,ngan Mll!lil'1I' T- ~ Sebelumnyo --Serp ·--·-··"'"'i'~6M.ii6i47:00'" 

85,E&l,916.647,00 
0,00 

6,463.000.000,00 
2.000000.000,00 
4.463.000.000,00 

1'£NIIAYAAN O.URAN 

SURPlUS I (D[PISIT) t::=::::(79=.22::1.::91::6'::64:::7,00:::!) 

2.2 
2. 2 .1 
2.2.2 
2.2.) 

)10.607.340.594,00 
40.719.734.6!i0,00 

145. 761. 944.869,00 
184.125,E61.075,00 

2.1 
2.1.1 
Z.1.4 
2.1. 5 
2. I. 6 
2 .1. 7 
2. I. 8 

lnANlA TUWC LANGSUNG -.......,,. 
Bdonji- -..-- --Bagi- 
~ - l(eulr,gan 
~rdll.T~ 

....... - ..... , ... -·-----·-· 909.945.738.206,00 
·-·····-··aii.oiir"78i.ooi:OO 

12.~265.000,00 
8.695.000.000,00 
J.600.000.000,00 

54.533.717.460,00 
11.497.969.746,00 

1.280.553.078,800,00 

I. 3 
I. 3 .3 
I. 3. 4 
I. 3. 5 

IAIN-WN l'!NO.VATAN DA!RAN YANG SAii 

ow Bagi Ha!I Pljak dlrl - din -h Dllfflh L,iMy> ow ,.,,..._din __ 

- Keuar,gan din - --()a<rall Lalnnya 

216.222.987.960,00 
38.007.Joi.960,00 

155,80).538.000,00 
2U12.0l6.000,00 

1.2 
1. 2. 1 
1. 2. 2 
I. 2. 3 

DANA POJMIANGAN 

Biiii - Pl)llr/tigl - -. PIJ'I< 
DINAIDb!IUnun Dini-- 

87s.620.183.982,00 
• 28.392.484.982,00. 

'/93.904.679.000.00 
53.32),020,000,00 

I. I 
I. I. I 
1.1.2 
I. I. 3 
1.1.4 

l'!NDAPATAN ASU O.URAN 

PelllipDI ....... - 

- - Oaerah - ~ ~ '*"" - OiplslHlon IMHOinPelllipul,.. __ Sall 

109.~87.990.lll,OO 
29.039.915.000,00 
14.628.619.21~00 
3.928.400,000,00 

61.891.054.000,00 

I. 201.331.162.153,00 
1 2 3 

.IUMLIJt - ··-·- 

PEME.RJNTAH KASUPATEN PURWOREJO 
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD 

TNU< loNGGARAN 2013 • 

lAMl'lltAN I I l'!RATIJUN IUPATI PUR~ 
NOMOII , 22 TAHUN 2013 
TliNTANG 
P[RUBAHAN ATAS PWTURAN 
BUPATI PURWORUO NOMOII 53 
TAHUN 2012 ffNTANG PfflJAIARAN 
A~D KA8UP/.TliN PURWOAl!.10 
TAHUN ANGGARAN 20U 

• 



MAHSUN ZAIN 

Ttd. 

Purwor!jo, 13Juni2013 
BUPATI PBRWOR.EJO 

KOOi!- ....... JUMLAII PEIIJl'WNI 
I I I • 

101.10&012001.l.21.01 Ill 
...,. _ _._ !OIUXl>,00 

W.I.Cll.0120.015.ll lO 
.... ,..,,,._ ... __ 1.l60.0IIOIIO 

2.011.<Ji.OUJ.01.i.U >01II "'"'"--- 1.l60.0IIOIIO 
2.GIJ.OUl.lnOU.llll 

_,, ___ 
l,111100),00 

tOl l.11101.lO.OI.S.UllGl 

..., ____ 
tll<IOII0.00 

2.GI.I.Cll OI I0.01 lll 15 """"" """""'" - l.0~000.CI> 

~1.2.06.01.ln01~UIIOI 

..,. ____ 
tO~OII0.00 

107.2.116.01.IO.Ol.1.UI.S.OI ... ...---- .S.OIIOOIIO.CI> 

1011116.01211.015ll2l .......... ---IUI-- ... 1l!611000,(I) 

101.20UI 211.0llllllOI 
.......... ___ ....,.... 

1l!6IIOIIOIIO 
...WSI IOEflSII) (II.no <>5-2!0,001 

 


